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BUPATI SIDOARJO 

· KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO 
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PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN' DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2003 
TENTANG PERUBAHAN P ERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 
NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

Menimbang 

Mengingat 

PADA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO 

: 

BUPATI SIDOARJO 

· Bahwa dengan telah 
Kabupaten Sidoarjo 

disahkannya Peraturan 
Nomor 1 Tahun 2003 

Daerah 
ten tang 

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Dinas Kabu~ten Sidoarjo yang diundangkan 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 
1 Apri l 2003 Nomor 1 Tahun 2003 Seri c. maka 
dipandang perlu untuk memberikan petunjuk 
pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dan ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati S idoarjo. 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang· Pokok-
Pokok Kepegawaian . 

• 
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun ,1999 ten tang 

Peme rintahan Dae rah ; 
. 

3. Undang':...undang Nomor 25 Tahun 1999 ten tang . . 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah : 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; 

5. Peraturan 
Kewenangan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang ' 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 

Sebagai Daerah Otonom ; 
6. Peraturan Pemerintah Nomo r ·84 Tahun 2000 tentang 

I 

Pedoman Organisasi · Perangkat Daerah ; 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 

2001 'tentang .Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Oinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ; 
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a. Peratu_ran Oaerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 
2003 '.'tent~ng Perubahan Pertama Peraturan Daerah 
Kabu~.ten ·sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pemben.tukan dan Susunan Organisasi Dj.nas-Dinas 
Daerat{ Kabupaten Sidoarjo - '· -~ 

~~ ~ • 'l:~ 
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 

tenta~g Pedoman Susunan Organisasi dan T.;sta Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 1 

'· 

•· M E M U T U S K A N 

KEPUTUSAN BUPATI SIDOAR.JO TENTANG ' PETUN.JUK · .. 
PELAKSANAAN PE.RATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJ'O 

' NOMOR 1. TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN · PERTAMA 
PEAATURAf\1 DAf,:RAH KABUPATEN SIOOAR.JO NOMOR 2 TAHUN 
2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 
DINAS-OINAS OAERAH KABUPATEN SIOOAR.JO 

1 

KESE.JAHTEAAAN SOSIAL KABUPATEN SIOOAR.JO. 
;, ,. 

BAB I 

l· KETENTUAN UMUM 
: • ' t .~; ' - ~--' 

Pasal 1 

ORGANISASI 
PAOA OINAS 

Dalam Pe~a.turan Daerah ini. yang , dimaksud · dengan : 
a . . Pemerintah. Daerah, adalah Pemeri•ntah Kabupaten 

Sidoar,jo : · 
b. Bupat( . adalah Bupati Sidoarjo : 
c. Dewan :; Perwakilan Rakyat Oaerah yang selanjutnya 

l 

dis.ingkat OPRD. adalah Dewan Pert!laki lan Rakyat 
Daerati ,- Kabopaten Sidoarjo ; 

d. Perang.kat .Daerah, adalah organisasi/lembaga pada 
Pemer-ihtah · Oaerah yang bertanggurigjawatS~ •. kepada 
Kepala Oaerah dan membantu Kepala Oaerah dalam 

{ . 
menyetenSjlgarakan Pemerintahan yang ·· terdiri atas 
Sekretariat ·Daerah , Dinas Daerah Lembaga Oaerah. 

~ I; 

Kecama;tan ' dan Kelurahan sesuai .dengan kebutuhan 
Daeratl ; 

e. Sekretaris Oaerah . adalah Sekretaris Daerah 
'• .• 

Kabupaten Sidoarjo ; 
f. Oinas Daerah. adalah Oinas Oaerah Kabupaten 

Sidoa-~.jo. 
X., 
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BAB II 

: t_ ~ • ' • 
KEOUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 2 

(1) Dinas' Kesejahteraan Sosial adalah unsur 
pelaksana Pemerintah Oaerah ~ 

{2) Dinas Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala 
Dinas yang berada _dibawah ~an bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 

Dinas Kesejahteraan Sosi.al mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah 
dibidang kesejahteraan sosial dan tugas pembantuan. 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tuga$nya. Dinas 
Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi . .. 
a. PerUIAusan \ • perencanaan teknis. pembinaan dan 

bimbingan teknis bidang sosial ; 

b. Pelaksanaan pengawasany pengendalian. rencana dan 
program pembangunan bidang sosial ; ' 

• • 1 ' 

c. Penyusunan program dan evaluasi pengelolaan data 
dan informasi di bidang sosial ; 

d. Pelaksanaan pengelolaan perijinan yang menyangkut 
kegiatan sosial dan kemasyarakatan : 

e. Pelak$anaan ~eknis koordinasi derigan instansi 
· terkai,t dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka 
meningkatkan peran serta masyaraka~ dalam 
pemberdayaan mas~arakat. pendi~ikan . mental 
spiritual. pembinaan generasi muda dan usaha-usaha 
sosial lainnya ; 

f. Melaks~nakan pembinaan teknis dan bimbingan teknis 
dalam 'rangka pelayanan terhadap usaha-usaha sosial 
11el ipu.ti panti asuhan. panti rehabi. 1 i tasi sosial 
dan l'ainnya yang ada kaitannya dt!tngan kegiatan 
sosial kemasyarakatan ; 

g. Melaksanakan tugas kesekretariatan ;: 
h. Melaksanakan tugas lain yang dtberikan 

Bupati sesuai tugas dan fungsinya. 
oleh 
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BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Organisasi Dinas Slisunan 
' Sosial. terdiri dari : 

a. Unsur 'pimpinan : Kepala Dinas ; 
b. Unsur 'Pembantu Pi.mpinan : Kepala 

( 

Usaha. terdiri dari : 
1 . Sub' Bagi an Umum ; 
2. Sub Bagian Kepegawaian ; 
3. Sub Bagi,an Keuangan . 

Bagi~n 

c. Unsur ·Pelaksa.na : Sub Dinas , terdir~ dari : 
1. Su~ Dinas Bin~ Sosial. terdiri d~ri : ' 

a) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial : 
b) Seksi Bina Lembaga Sosial ; 

Tata 

c) Seksi Pengendalian Bantuan Sosial dan 
Bencana. 

2. Sub Dinas Terapan Pelayanan Sosial, terdiri 
dari : 
a) .Seksi Kesejahteraan Anak dan t<.eluarga ; 
b) Seksi Usia Lanjut. dan Jompo. .. 

3. Su~ Dinas Rehabilitasi Sosial, terdir~ dari : 
a) .'seksi Rehabili tasi Penyandang .Sosi~l ; 
b) 'Seksi Penyantunan dan Penyandang Cacat.. 

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTO) ; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Pertama 

Kepala Dinas 

':"· Pasal 6 

Ke,pala Dinas mempunyai tugas memimpin, 
melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam 
penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosi~l. 

1 
I, 

Bagian Kedua 

Bagian Tata Usaha 

Pasal 7 

{ 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan 
kepegawaian. ,, 

administrasi 
keuangan. 

umum. perencanaan. 
perlengkapan. kerumah 

tanggaan; hukum, protokol, pemeliharaan dan 
penyusunan program serta pelaporan. 
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Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugasnya. Bagian Tata Usaha 
mempunyai fu~gsi : ,, 
a. Melak$anakan koordinasi penyusunan. ~rencanaan 

dan ;,progrCJm kerja Dinas. hubungan masyarakat. 
pengumpulari dan pengelolaan data serta pelaporan : 

b. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan ; 
c. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian. 

urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol dan 
surat menyurat Dinas ; 

d. Melak~anakan tugas-tugas dibidang organisasi. 
ketat~laksanaan dan aktifitas peningkatan aparatur 
Dinas ,; 

e. Melak~anakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Kepal~ Dinas Kesejahteraan Sosial. " 

Pasal 9 

" Sub Bagian Umum mempunyai t~as melakukan 
penyusun~n rencana. urusan surat menyurat. kearsipan. 
rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan 
pemelih4r.aan serta laporan. 

Pasal 10 

Sup aagian Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksana~an pengelolaan administrasi kepegawaian. 

·.~ ... 
7 

Pasal 11 

S~b Bagian Keuangan mempunyai tugas ; 
a. Menghi.~pun dan mengolah bahan-bahan untuk menyusun 

anggar~n ; 
b. Menyiap~a,n 
c. Mengel'ola 

> ,, ' 

realisasi 

usulan anggaran Dinas : 
tata usaha keuangan 

Anggaran Pendapatan dan 
dan pembukuan 
Belanja Dinas. 

serta, laporan pertanggungjawaban keuangan ; 
d. Mengurus keuangan perjalanan dinas~ penyelesaian 

tuntutan ganti rugi serta serta biaya-biaya lain 
seba~ai pe~g~luaran Dinas ; ~ 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
( . 

Kepala· Bag1an Tata Usaha. 

4 . 
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Bagian Ketiga 

Sub Oinas Bina Sosial -'· 1 

Pasal 12 

Stib . Dina~ Bina Sosial mempuny~i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dina$ , Kesejahteraan 
Sosial dibidang bina sosial. 

Pasal 13 . ,. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Bina 
Sos•tal rne4Ytpunyai fungsi : 
a. Menyusun perencanaan serta pelaksanaan penyuluhan 

dan bimbingan sosial . 
• 

b. Melaksanakan pembinaan dan latihan serta bantuan 
" kepada badan-badan sosial swasta · dan swadaya 

masyarakat : 
c. ~laksanakan koordinasi. pembinaan s~rta pemberian 

' bantuan materi il dan moril terhadap korban 
l:)encana alam ; 

d. Melaksanakah kegiatan bantuan I kesejahteraa.n 
sosial. bimbingan dan pembinaan 
kurang mampu ; 

bagi keluarga 

e. Melaksanakan kegiatan bantuan kesejah~eraan sosial 
terhad~p janda pahlawan beserta . putra~putrinya, 
perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai 
kepahlawanan dan kejuangan bagi generasi muda 
serta pemeliharaan TMP ; 

f. Melaksanakan tugas-tugas lai n yang ~iberikan oleh 
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial. -,. 

Pasal 14 
'· 

Seksi Penyuluhan dan Bi,nbingan Sosial, 
mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan penyuluhan dan bimbing~n sosial untuk 

mengatasi masalah-masalah sosial : ; 
b. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosia1 untuk 

~nenghadapi perubahan smdal dalam us~ha .. memajukan 
kesejahteraan sosial ; . \ ' 

c. Helaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial untuk 
menanamkan, 
mengembangkan 

membangkitkan, membina dan 
rasa kesadaran dan tanggungjawab 

sosial masyarakat ; 
d. Membina dan mengembangkan sumber-sumber daya 

potensi sosial dan lingkungan hidup untuk 
meningkatkan usaha-usaha pelayanan kesejahteraan 
sosial' ; 

,, 
' 

·- . !!_:_ 
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e. Melak~anakan pembinaan dan pelatihan ketrampilan 
bagi karang taruna, lembaga swadaya :masy~rakat dan 
peke.rj'a sosial masyarakat ; 

f. Melaksanakan . bimbingan dan pemberian bantuan bagi 
peningkatari. usaha-usaha perbaik~n , perumahan 

r~ . j. ,i., 

pedesa'an ctengan sistem go tong rayon~. 

Pasal 15 

$eksi Bi.na Lembaga Sosial. mempunyai :~ tugas · 
).' 

a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan ': terhadap 
organi~si~organisasi sosial/LSM dan panti-panti 

·· ~o~ial: • 
' . , ;~ 

b. Menyelenggarakan registrasi dan 
l ·~ 

·arganisasi-organisasi ~osial/LSM . 

identifikasi 
dan panti 

sosi.a!J ; 
c. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama 

{' 
antara organisasi-organisasi 

< 

pemerintah ,' ; 
sosial · dengan 

. ' ~ ,• 

d. Menyelenggar.&kan b i mbingan dan pelati~an bagi 
pekerj~ . sosial : 

·J 
e. Membiria dan mengembangkan daya dan potensi sosial 

serta .· lingkungan hidup dalam rangka meoingkatkan 
.\ 

usaha ~kesej~hteraan sosial . " 

Pasal 16 

S~ksi Pengendalian Bantuan Sosi~l dan Bencana. 
mempunyai· tugas : 
a. Melaksanakan koordinasi, bimbingan .dan · !pembinaan 

serta · pengendalian penyelenggaraan bantuan dan 
pembirlaan ' korban bencana al am, . korban kekacauan 
dan penderita akibat musibah lainnya ; 

·, 
b. Mengadakan · usaha rehabilitasi ~ebagai kelanjutan 

dari asisten~i sosial untuk memulihkan , kehidupan 
masyarakat yang tertimpa bencana ; 

c. Menyalurkan para korban bencana alam pada proyek­
proyek. pembangunan baik yang bersifat lo~al mupun ·, 

·PUSat '; ' 
d. Menyel~nggarakan bimbingan. pemberian~ 

serta pengawasan terhadap pelaksanaan 
' ~ 

kesejahteraan sosial bagi keluarga kurang 
e. Menyelenggarakan kegiatan pemberian · 

keseja'hteraan sosial bidang kepahlawanan :· ; 
< ' 

bantuan 
bantuan 

mampu : 
bantuan 

f . . Memi.mbing, membina serta mengendalikan 
pengum·pulan · dan peng.gunaan. dana dan 

usaha-usaha 
~umbangan-

sumbangan sosial 
' 

g. Menerima • . menampung serta menyalurk~n se~ala dana 
bantwfn sosial : 

:~ 
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h. Mengadakan 
perijinan 

pengawasan serta memper~iapkan 

dalam usaha mengumpulkan . dana bantuan 
sosial ; 

·~ ... 

i. Hengadakan pengawasan, bimbingan. ·pembinaan dan 
penge~bangan serta kerjasama dengan bad~n s~ial 
swasta yang menyelenggarakan usaha .~pembinaan dan 
penge~bangan usaha pengumpulan dana. 

Bagian Keempat 

Sub Di nas Terapan Pelayanan ,,,Sosial 
.:\. 

Pasal 17 
Sub Dina~ Terapan Pelayanan Sosial. ~ mempunyai 

" tugas melaksanakan sebagian tugas Dina~ 

Ke~ejahte'raan 'sosial bidang te rapan pelayanan so~ial. 
·.~. 

Pasal 18 

Dalam melaksa naka n tuga~nya S~b Dinas 
Terapan P81ayanan Sosial , mempunyai fu.ngsi : 

l 

a. Menyus·un rencana sosial yang meliputi ~ anak-anak 
terla~tar. anak-anak yatim pi atu., aoak-anak putus 
sekolah, dsia lanjut dan jompo t~rlantar serta 
masalah dala• kehidupan sosial lainnya : 

b. Henyelenggarakan reha bilitasi ~osial bigi bekas 
narapidana dan bekas anak negara : 

c. Mengad.~kan pelayanan sosial dalam · bentuk 
penyelenggaraan panti sosial ; 

d. Helaksanakan tugas-tugas lain yang diberi·kan oleh 
Kepala· Dinas Kesejahteraan Sosial . .~ 

' 

Pasal 19 

seksi Kesejahteraan Anak dan ·. Keluarga., 
mempunyai tugas : 
a. Mengadakan usaha-usaha perli nduhgan kepada anak­

anak yatim dan anak-anak terlantar ;, 
b. Hengad:akan usaha-usaha penyantunan bagi ~ anak-anak 

terlantar, anak-anak keluarga tidak ma~pu, anak 
yatim piatu, anak-anak cacat mental dan cacat 
sosial/ serta anak rawan putu~ ~ekolah ; ' 

c. Heng·ad.akan usaha-usaha dalam pemungutan anak 
sebagai anak angkat atau ado~i anak ; 

d. Hengadakan u~aha-usaha dalam penempatan anak dalam 
\ 

asuhan keluarga/orang tua asuh ; 
e. Henger ola panti sosial anak yang diserahkan dan 

7 

mendirikan/membangun panti so~sial anak baru. 
·' 

. . c: 
·~I 

I 

.. 
I 
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Pasal 20 

se'ksi Usia lanj ut dan J'ompo, mempuny~i tugas : 
• 

a. Menyelenggarakan bimbingan dan pemberia-n · bantuan 
kesejahteraan sosial terhadap usia · '1Anjut · dan 

~·t. •. . l 

jompo ·; ··~· 
"' . ¥ l 

b. Henyelenggarakan bantuan pelayana~ sosial bagi 
para jpmpo dalam bentuk panti dan non panti ; 

c. Menyelenggarakan pembinaan dan b~mbingan serta 
bantuan ba~i perkumpulan usia lanjut/karang werda . 

. Bag ian Kel ima ,. 
.. 

Sub Dinas Rehabilitasi Sosial ·,' . r 
j '· 

·l 
Pasal 21 

Sub Dinas Rehabil i tasi Sosial, 
melaksanakan ·. sebagian tugas Di nas 
Sosial bidang rehabil itasi sosial . 

mempunyai tugas 
Kes~jahteraan 

' > Pasal 22· · ~' .. 
j 

Dal'am ·' rnelaksanakan tugasnya·,; 
Rehabilitasi !Sosial. mempunyai fungsi ·: · 

·•. 

;-; .. 
Sub· Dinas 

.. · 

< 

a. Menyusun rencana dan penyelenggaraa~ rebabilitasi . ' 

sosial· yang meliputi gelandangan dan " pengemis, 
orang tua terlantar. penanggulangan dan 
rehabilitasi kemaksiatan ,. a nak nakal ~ korban 
narkotika 'dan · bekas hukuman · serta orang-orang 
cacad ··dan anak jala na n ; 

b. Menyel,enggarakan bimbi ngan dan pembinaan 
waria 'dan bekas ko rban kekerasan ; 

bagi 

c. Helaks:anakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
~- · 

Kepala Di~s Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 23 

Rehabilitasi Penyandang Sosial. 
mempunya'i tugas · • ·~ ., 
a. Member:,ikan ~ bimbingan dan pembl.naan ·:' 

·kel ua ~ga•kehuarga yang mengalami :masalah 
hambatan sosial ekonomi ; 

kepada 
a tau 

b. Mel·aksanakan usaha-usaha pencegatlan · . timbulnya 
perma~alahan tuna susila, mengadakan bimbingan dan 
rehabflitasi sosial baik melalui sistem panti 

: maupu~ non ,panti sosial ; 
c. Menyelenggarakan panti per-siriggahan , a tau 

penampungan sementara bagi orang-orang y~ng karena 
sesuat;u hal terlantar ; " 

;j } 

___ l t --~--
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d. Memberikan bimbingan. pembinaan dan rehabilitasi 
sosial terhadap para gelandangan, pengemis dan 
orang · terlantar melalui panti sosial yaitu panti 
karya serta penyalurannya ke dalam masyarakat. 

I, 
'· 

Pasal 24 

Seksi Penyantunan dan Penyandang Cacat, 
mempunyai' tugas : 
a. Melaksanakan register dan identifika~i dalam 

rangka p8ngumpulan data dan pencata~an para 
penderita cacat ; 

b. Menyelenggarakan usaha rehabilitasi :dan pelayanan 
serta bimbingan sosial bagi penderita cacat yang 
meliputi cacat tubuh. cacat netra. cacat 
wicara/rungu dan bekas penderita penyakit kronis ; 

c. Mengu~ahakan adanya loka bina karya untuk 
menampung .penderita cacat yang telah selesai 
mengik:Oti latihan ketrampilan dari pusat ' latihan; 

d. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap usaha 
pengembangan para penderita cacat ; 

e. Mengadakan kerjasama dengan badan 'sosial swasta 
yang ada kaitannya dengan usaha rehabilitasi , 
penderita cacat. 

,_ 
·. 4' 

. . ~ . ·~ 

Bagian Keenam 
·f'l· 

Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pasal 25 

' (1) Unit ' ' Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah 
pelaksana teknis Dinas Kesejahteraan 
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
Dinas dibidang pelayanan umum ; 

' .. , ; . 

unsur 
Sosial 

tugas 

1 

{~) Unit Pelaksana Teknis Dinas {UPTD) dipimpin oleh 
seorang Kepala. berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial 

; 

· dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat 
di wi~ayah kerjanya. 

Bagian Kedelapan 
-~ : 

.;- Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok 
melaksanakan 

Pasal 26 

Jabatan Fungsional 
sebagian tugas Dinas 

mempunyai tugas 
Kesejahteraan 

Sosial sesuai dengan keahlian dan kebut.uhan. 

t 

., ·· ~~~~>; 
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· Pasal 27 
\ • . 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana · dimaksud 
dalam pasal 25 terdiri dari sejumlah· tenaga • 
dalam jenjang jabatan fungsionai yang dapat 
dibag'i berbagai kelompok sesuai 'deng•n bidang 
keahliannya ; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1). dikoordinasikan . oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ; 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam· ayat (1). di tentukan berdasarkan . kebutuhan 
dan beban kerja ; 

' 
(4) Jeni$ dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1). diatur dehgan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

. •'' f ·, 
·, 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan 
> 

Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Petunjuk · Pelaksanaan Peraturan Oaerah .: Kabupaten 
Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan ,.., 

Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Sidoarjo 
pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo 
dinyataka'n dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Pasal 29 
' . 

(1) Keputusan ini berlaku sejak tangga1 ditetapkan ; 

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo. 

Ditetapkan di S I 0 0 A R J 0 
pada tanggal // JUn/ 2003 

--~ 

BUPATI 

H. ~IN HENDRARSO 

'£ ' ., . .. 
J. 


